
 

ix 

 

DAFTAR PUSTAKA 

A. Buku-Buku 

Adami Chazawi. 2014. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, 

Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Berlakunya Hukum 

Pidana. Jakarta: RajaGrafindo. 

Algra dkk. 1983. Mula Hukum. Jakarta: Binacipta.    

Agus Santoso. 2012. Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat 

Hukum. Jakarta: Kencana. 

Andi Hamzah. 1994. Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 

___________. 2013. Terminologi Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. 

Andika Wijaya dan Winda Peace Ananta. 2016. Darurat Kejahatan Seksual. 

Jakarta: Sinar Grafika. 

Bambang Waluyo. 2004. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika. 

Barda Nawawi Arief. 2011. Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan 

Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana. 

E. Utrecht. 1986. Hukum Pidana I. Surabaya: Pustaka Tinta Mas. 

Frans Maramis. 2016. Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia. Jakarta: 

RajaGrafindo Persada. 

Hans Kelsen. 2008. Dasar-Dasar Hukum Normatif, Bandung: Nusa Media. 

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. Cepat dan Mudah Memahami Hukum 

Pidana. Jakarta: Kencana. 

J.C.T. Simorangkir, dkk. 2008. Kamus Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 

Kartiman. 1994. Asas-Teori-Praktik: Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. 



 

x 

 

Leden Marpaung. 2008. Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah 

Prevensinya. Jakarta: Sinar Grafika.  

M. Solly Lubis. 2009. Filsafat Ilmu dan Penelitian. Bandung: Mandar Maju. 

Mahrus Ali. 2012. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. 

Marlina. 2016. Hukum Penitensier. Bandung: Refika Aditama.  

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. Hukum Penitensier Indonesia. 

Jakarta: Sinar Grafiki. 

_______________________________. 2011. Delik-Delik Khusus kejahatan 

Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan. Jakarta: Sinar 

Grafika. 

Peter Mahmud Marzuki. 2015. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. 

R. Soesilo. 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta 

Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia. 

Sajipto Rahardjo. 2009. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. 

Yogyakarta: Genta Blishing. 

Salim HS dan Erlies Septiana. 2014. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian 

Desertasi dan Tesis. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 

Shinta Agustina. 2014. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam 

Penegakan Hukum Pidana. Jakarta: Themis Books. 

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. Penelitian Hukum Normatif, Suatu 

Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

Soerjono Soekanto. 1983. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. 

________________. 2013. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan 

Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.  



 

xi 

 

Sulistyowati Irianto dkk. 2017. Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, 

Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal. 

Jakarta: Sekeretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.  

Syaiful Bakhri. 2014. Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif 

Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 

Tasjrif Aliumar dan Apriwal Gusti. 2002. Kriminologi. Padang: Fakultas 

Hukum Universitas Andalas. 

Teguh Prasetyo. 2012. Hukum Pidana. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 

Tolib Effendi. 2013. Sistem Peradilan Pidana. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.  

Yahya Harahap. 2007. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP 

Pemeriksanaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan 

Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.  

Yulies Tiena Masriani. 2008. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar 

Grafika. 

Zainudin Ali. 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 

B. Peraturan Perundang-undangan 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU 

KUHP) September 2019. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. 



 

xii 

 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. 

Undang-Undang  Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. 

Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. 

C. Putusan Pengadilan 

Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN-Psb. 

Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN-Psb. 

D. Jurnal 

Aunur Rohim Faqih, Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, dalam Jurnal 

Agama dan Hak Azazi Manusia, vol. 3, No. 1, 2013. 

Ery Setyanegara, Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks 

Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan “Substantif”), dalam Jurnal 

Hukum dan Pembangunan,  No. 4,  Thn. 43, Oktober-Desember 2013. 



 

xiii 

 

Firman Floranta Adonara, Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara 

Sebagai Amanat Konstitusi, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 12, No. 

2, Juni 2015. 

Mutiara Nastya Rizy dkk, Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi 

Seksual Komersial Melalui Media Sosial, dalam jurnal Media Luris, 

Vol. 2, No. 2, Juni 2019. 

Nurhafifah dan Rahmiati, Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana 

Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan, dalam 

Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Th. XVII, Agustus 2015. 

E. Internet 

https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-catatan-tahunan-

catahu-komnas-perempuan-2019. 

http://sipp.pn-pasamanbarat.go.id/index.php/detil_perkara. 

https://kbbi.web.id/tinjau. 

https://kbbi.web.id/yuridis. 

htttps://kamushukum.web.id/arti-kata/yuridis. 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53c6a5304b5a9/upaya-

hukum-jika-hakim-menolak-surat-dakwaan/. 

https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-catatan-tahunan-catahu-komnas-perempuan-2019
https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-catatan-tahunan-catahu-komnas-perempuan-2019
http://sipp.pn-pasamanbarat.go.id/index.php/detil_perkara
https://kbbi.web.id/tinjau
https://kbbi.web.id/yuridis
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53c6a5304b5a9/upaya-hukum-jika-hakim-menolak-surat-dakwaan/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53c6a5304b5a9/upaya-hukum-jika-hakim-menolak-surat-dakwaan/

